TESIS

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Utara)

OLEH:

SAMSONO
M 201620271001

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2016



TESIS

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Utara)

emenuhi

AMSONQ
: 201620271004

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2016

Kebijakan Hukum..., Samsono, Pascasarjana 2016



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 TERAKREDITASI NO. 243/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XI1/2013

JUDUL TESIS

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Utara)

Dr. R.M. Panggabean, SH., MH

Ketua Program Studi Magister [Imu HUK® n 7 Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

4

Prof. I Made Widnyana, SH., MH Dr. Adton Wachidin Widjaja, SE., MM

Kebijakan Hukum..., Samsono, Pascasarjana 2016



Tesis ini telah Diuji Pada
Tanggal: 7 Nopember 2016

Panitia Penguji Tesis

Berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Nomor: SKEP/013/X1/2016/PPs-MIH/UBJ

Ketua

Anggota

Kebijakan Hukum..., Samsono, Pascasarjana 2016



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 TERAKREDITASI NO. 243/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/X11/2013

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Nama : SAMSONO

NPM : 201620271001

Program Studi . Magister [Imu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidafia

Judul Tesis . KEBLIA IDANA DALAM PENANGGULANGAN

ADAP ANAK YANG BERHADAPAN
di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta

Pembimbing I

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta &aya

..,

Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Kebijakan Hukum..., Samsono, Pascasarjana 2016



PERNYATAAN

Dengan ini saya :

Nama : SAMSONO
NPM 2201620271001

Menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk
memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan

saya juga tidak terdapat karya ataifipe perblapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh

orang lain, kecuali yang seg dalam naskah ini dan disebutkan dalam
daftar pustaka

Demikian pula mepgge€ il's i Wlat analisis sepenuhnya menjadi
tanggung jawab #$a ah tidale' 'y i gali awab Program Pascasarjana

Kebijakan Hukum..., Samsono, Pascasarjana 2016



LEMBAR PERYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : SAMSONO

NPM 201620271001
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas j

Jenis Karya

Demi pengembangan ilmu pef;
Bhayangkara Jakarta Ray
Right), atas karya ilmjg
Penanggulangan Keker?
(Studi Kasus di Wil
(bila diperlukan). Dehy
|

Raya berhak menyit aQ nengg "{H
data (database), mend istrlusikg |_j3ia d:

intuk memberikan kepada Universitas
kslusif (Non-Exclusive Royalty-Free

¢ Berhadapan Dengan Hukum
ra)” beserta perangkat yang ada
niversitas Bhayangkara Jakarta

publikasikannya di Internet atau
ta ijin dari saya selama tetap
pemilik hak cipta.

ak cipta dalam karya ilmiah ini

: Jakarta
tanggal : 7 November 2016
ang menyatakan,

SAMSONO)

Kebijakan Hukum..., Samsono, Pascasarjana 2016



HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

Kepada ayahandaku da

Kepada Istriku tercinta dan ke aya

\%

Kebijakan Hukum..., Samsono, Pascasarjana 2016



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kahadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan

hidayah-Nya, sehingga proses penulisan tesis yang berjudul “Kebijakan Hukum

Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak ” ini dapat terselesaikan

jahiliyah menuju ¢

Penulis me

pihak, baik mori

l. Bapak Irjen P

2. Bapak Dr. Anton Wachid aja, S.E., M.M., selaku Direktur Program
Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

3. Bapak Prof. I Made Widnyana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan

sekaligus sebagai Pembimbing I.

il

Kebijakan Hukum..., Samsono, Pascasarjana 2016



4. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. R.M. Panggabean, S.H., M.H., selaku
pembing II Program Pascasarjana Magister [lmu Hukum Universitas
Bhayangkara Jakarta Raya yang telah meluangkan waktu untuk memberi
pengarahan selama proses bimbingan hingga tesis ini dapat terselesaikan.

5. Seluruh Dosen, Staf Magester Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara

Semoga budi baik dan bantuannya*dibalas®olch Allah SWT dengan nilai pahala.

Amin...

Penulis

SAMSONO

v

Kebijakan Hukum..., Samsono, Pascasarjana 2016



ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan contoh
kerentananposisi anak tersebut, utamanya terhadap kepentingan seksual. Citra
anak yang telahditempatkan sebagai obyek seksual, berimplikasi jauh pada
kehidupan anak, sehingga diaterpaksa harus selalu menghadapi kekerasan,
pemaksaan dan penyiksaan secara fisik sertapsikis. Tindak pidana terhadap
seksualitas itu tidak hanya terjadi pada lingkungan umum saja namun juga terjadi
dalam lingkungan keluarga atau rumah yang seharusnya menjadi tempat paling

terhadap anak di bawah um Al erdampak pada psikologis maupun
perkembangan lainnya ter

Dari uraian diatagfd ah sebagai berikut; bagaimana
kebijakan hukum pid bagi anak yang berhadapan
dengan hukum dal 0 ban kekerasan seksual dan
upaya-upaya penan sual terhadap anak yang
berhadapan denga tif

Metode pél 1dig normatif, yaitu dengan

pa bahan-bahan hukum
, peraturan atau norma-
Ang mengatur mengenai
‘ penehtlan kepustakaan

mengkaji atau
sekunder dengan
norma positif di|¢
kehidupan manusia. Jag
(library research) \ i

|

Kebijakan
berhadapan denga
seksual dalam penyelesaian p aradan-penga
semata-mata menjadil solusicltara dtagPerhudungan a
kepentingan korban findak p dm ke erasaﬂ k—é al
pidana maupun melalui
mutlak yang perlu dip
social, baik oleh lem

yang berhadapan dengan hukuni"dap ak: anakan secara efektif melalui peran
masyarakat dalam upaya pencegahan dinilai sangat penting, karena
masyarakat adalah unsur elemen yang pertama kali mengetahui adanya
pelanggaran terhadap perlindungan anak. Peran serta masyarakat dapat
memberikan informasi, melaporkan, melakukan sosialisasi tentang penghapusan
kekerasan seksual, memantau kinerja aparat penegak hukum, memberikan
perlindungan terhadap korban atau membantu proses pemulihan korban. Selain itu
penanganan kejahatan dilakukan secara preventif dan kuratif. Tanpa upaya
preventif, apapun langkah kuratif yang dilakukan, seperti menjatuhkan sanksi
hukum yang berat tidak akan pernah efektif.

Kata kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Kekerasan Seksual
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ABSTRACT

The criminal acts of child sexual abuse are examples these children, mainly
of sexual interest. The image of children as sexual objects, has implications far in
the child's life, so diaterpaksa must always confront violence, coercion and
physical torture sertapsikis. The criminal act of sexuality is not only happening in
the general environment, but also occurs within the family or home should be the
safest place for family members to take refuge. Sexual violence committed against
minors will certainly have an impa
of the child.

From the descriptiog

formulation of the problem as
ptection for chlldren 1n conflict

it thed‘.égul
erstodd as ~a] iibra

y
k"‘reséﬂ}c (libra
secondary data. ,
Policies set
in his capacity as g
for the defendant
Protection for cri

g disputes and punishment
e protection of children.
‘ough the criminal jutice
absolute part that needs

executive, legislativé indicis BS—QQ_I overament as well as by social
institution that exist.
( gainst children in conflict with
the law can be effectivigly in yugh the community's role in

the elements that determineyd™wiglati e protection of children. Community
participation can provide informa , the program on the elimination of
sexual violence, monitor the performance of law enforcement officers, provides
protection for victims or assist in the recovery of victims. Besides handling the
crimes carried out preventive and curative. Without preventive measures, any
curative measures undertaken, such as sever legal sanction, will never be
effective.

Keywords: Criminal Law Policy, Sexual Violence
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